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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0448/Pdt.G/2020/PA.Tlb 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tulang  Bawang  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  majelis  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  Umur 44  Tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan SLTA,  Pekerjaan

xxxxxxxxxx,  tempat  tinggal  di  RT  002 RW  002,  Kampung

Fajar  Agung  Barat,  Kecamatan  Pringsewu,  Kabupaten

Pringsewu, selanjutnya disebut, Pemohon;

Melawan

Sunarsih  binti  Asmuji,  Umur 49  Tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan S1,

Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx,  tempat tinggal  di  RT.004

RW.001,  Kampung  Tri  Tunggal  Jaya,  Kecamatan Banjar

Agung,  Kabupaten Tulang  Bawang,   selanjutnya  disebut,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan   Pemohon  dan  Termohon,  serta saksi-

saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat  permohonannya tertanggal  20

Juli  2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada  hari  itu juga, dengan register perkara Nomor  0448/Pdt.G/2020/PA.Tlb,

telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 12

Oktober 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang

dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung,

sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 0186/07/X/2018,

Tanggal 12 Oktober 2018;

2. Bahwa sebelum menikah

Pemohon berstatus Duda Talak dan Termohon berstatus Janda Mati;

3. Bahwa,  setelah  menikah

Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi milik Pemohon

di  Kampung Fajar  Agung  Barat  selama  kurang  lebih  7  hari, namun

Pemohon dan Termohon sering tinggal  dirumah masing-masing karena

tuntutan kerja; 

4. Bahwa,  selama  pernikahan  Pemohon  dan

Termohon  telah  bergaul  layaknya  suami  istri  namun saat  ini  belum

dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa  pada  awalnya  rumah

tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak

awal Febuari 2020  rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Termohon sering ditelfon tengah malam dengan laki-laki  lain

sehingga membuat Pemohon merasa sakit hati;

b. Termohon bersikap egois mau menang sendiri;

c. Pemohondan  Termohon  jarang  bertemu  sehingga

mengakibatkan cekcok antara Pemohon dan Termhon ; 

6. Bahwa pada   awal Mei 2020, terjadi  pertengkaran /

perselisihan yang  disebabkan  oleh  permasalahan  tersebut  diatas,

sehingga  mengakibatkan  Pemohon  dan  Termohon  pisah  rumah,

Pemohon tetap tinggal di rumah pribadi milik Pemohon di Kampung Fajar
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Barat  sedangkan Termohon  pulang dan tinggal di  rumah pribadi

milik Termohon di xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx sampai dengan saat ini telah

berjalan lebih kurang  4 bulan;

7. Bahwa  Pemohon  telah

berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga

Pemohon diantaranya orang tua Pemohon juga Keluarga Termohon yaitu

Kakak  Termohon telah  berusaha  membantu  menyelesaikan

permasalahan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut  tidak

berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup

untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa  Pemohon  sanggup  untuk

membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : 

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon

(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj’i terhadap Termohon

(Sunarsih  binti  Asmuji)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  Tulang

Bawang ;

3. Menetapkan  biaya  perkara  menurut

ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa  untuk  kepentingan  pemeriksaan  perkara  ini,  Pemohon  dan

Termohon  telah  dipanggil  ke  tempat  tinggalnya  masing-masing,  dan  atas

panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap secara  in

person di persidangan;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  telah  hadir

menghadap sendiri  di  persidangan,  sedangkan Termohon hanya hadir  pada

sidang tahap perdamaian tanggal  15 Oktober 2020 dan pada sidang-sidang

selainnya  Termohon  tidak  pernah  hadir  lagi  di  persidangan  meskipun  telah

diperintahkan di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa  atas  kehadiran  para  pihak  tersebut pada  tanggal  15  Oktober

2020,  Majelis  Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon

agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan

perkawinannya. Selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk

melaksanakan  proses  mediasi,  dengan  difasilitasi  oleh  Mediator  bernama

Maulina Nuril Izzati, S.Sy. dan dari laporan Mediator tanggal 15 Oktober 2020,

dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi  tersebut  tidak berhasil,

selanjutnya  dibacakan  surat  permohonan  Pemohon yang  dalil-dalilnya  tetap

dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1810052405770003, atas

nama  PEMOHON,  yang  dikeluarkan oleh  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan  Sipil  pemerintah  Kabupaten  Pringsewu  pada  tanggal  15

Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor  0186/07/X/2018, Tanggal  12

Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti berupa saksi; 

1. Samijo bin Mugiyo , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut:
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan

saksi adalah Tetangga   Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah

pada tahun 2018;

 Bahwa  sebelum  menikah  Pemohon  berstatus  Duda  Talak  dan

Termohon berstatus Janda Mati;

 Bahwa  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Pemohon

dengan Termohon kurang lebih sejak awal  tahun 2020 sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran,  disebabkan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sering  salah  paham  karena  Tergugat  curiga  kepada

Penggugat karena sering pulang malam;

 Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar dan melihat langsung

Pemohon dan Termohon bertengkar;

 Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2020 atau 2 (dua)

bulan yang lalu  Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon

tetap tinggal di rumah pribadi milik Pemohon di Kampung Fajar Agung

Barat sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah pribadi milik

Termohon di xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx;

 Bahwa  Saksi  tidak  mengetahui  proses  perdamaian  dari  pihak

keluarga;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  merukunkan  Pemohon  dan

Termohon, tetapi tidak berhasil;

 Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan

Termohon;

2. Suranto  bin  Saimin,  yang  telah  memberikan  keterangan  di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan

saksi adalah Tetangga  Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah

pada tahun 2018;

 Bahwa  sebelum  menikah  Pemohon  berstatus  Duda  Talak  dan

Termohon berstatus Janda Mati;
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 Bahwa  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Pemohon

dengan  Termohon  sudah  tidak  harmonis  lagi,  namun  saksi  tidak

mengetahui sejak kapan rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis

dan  saksi  tidak  mngetahui  penyebab  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon;

 Bahwa  saksi  tidak  pernah  mendengar  dan  melihat  langsung

Pemohon dan Termohon bertengkar;

 Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2020 atau 2 (dua)

bulan yang lalu  Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon

tetap tinggal di rumah pribadi milik Pemohon di xxxxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah pribadi milik

Termohon di xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx;

 Bahwa  Saksi  tidak  mengetahui  proses  perdamaian  dari  pihak

keluarga;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  merukunkan  Pemohon  dan

Termohon, tetapi tidak berhasil;

 Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan

Termohon;

Bahwa  di  persidangan  Termohon  tidak  mengajukan  alat  bukti  untuk

mendukung dalil bantahannya;

Bahwa atas   permohonan  Pemohon  tersebut,  Termohon  tidak

mengajukan bukti karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan

tidak  pula  mengirimkan  wakil  atau  Kuasanya  yang  sah,  sedangkan

ketidakhadiran Termohon bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang

pada  pokoknya  tetap  pada  pendiriannya  untuk  bercerai  dengan  Termohon

serta mohon putusan, 

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  memberikan  kesimpulan  karena

Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan;
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Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini,  cukup ditunjuk segala hal

sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini,  yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  26  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  serta  Pasal  138 Kompilasi  Hukum Islam,

Pemohon  dan  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadiri  persidangan  yang  telah  ditetapkan  dan  pada  hari  persidangan

tersebut, dan Termohon telah hadir sendiri (in persoon) di persidangan;

Menimbang,  bahwa antara Pemohon dan Termohon telah  diupayakan

untuk berdamai,  baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

tersebut tidak berhasil,  dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  jo  Pasal  154  ayat  (1)  Rbg  dan  Pasal  2  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka

diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil  permohonan  Pemohon  tersebut

Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya  disebabkan  halangan  yang  sah,  dengan  demikian
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majelis  menganggap  Termohon  telah  melepaskan  hak  jawabnya  sekaligus

mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil

permohonan  Pemohon,  namun  karena  perkara  ini  menyangkut  perceraian,

maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh

Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus  menerus

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  serta  tidak  ada  harapan  untuk  rukun

kembali membina rumah tangga, maka  untuk memenuhi kehendak ketentuan

Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  kepada

Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat  untuk

didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti

tertulis   berupa bukti  tertulis  (P.1 & P.2)  maupun 2 (dua)  orang saksi,  telah

memenuhi  ketentuan  formil  pembuktian dan  adapun  secara  materil

dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi  KTP

yang  telah  bermeterai  cukup,  yang  isinya  menjelaskan  tentang  identitas

Pemohon.  Dengan  demikian  bukti  tersebut  mempunyai  nilai  pembuktian

sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2 merupakan  bukti  autentik  yaitu  berupa

fotokopi  kutipan akta nikah yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan

tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang

sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai

dengan  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Dengan

demikian  Pemohon  dan  Termohon  memiliki  legal  standing dan  dipandang

sebagai  pihak  yang  berkepentingan  dalam  perkara  ini  (persona  standi  in

judicio). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-

masing bernama  Samijo bin Mugiyo dan  Suranto bin Saimin, yang keduanya

merupakan tetangga Pemohon,  maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi

tersebut  mengetahui  keadaan  rumah tangga  Pemohon  dan  Termohon  yang
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terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, khususnya Saksi pertama

tersebut pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan

Termohon.  Selain  itu  saksi-saksi  juga  mengetahui  Pemohon  dan  Termohon

telah pisah  rumah sejak bulan September 2020 atau 2 (dua) tahun yang lalu,

yang  keterangan  saksi-saksi  tersebut  selengkapnya  telah  diuraikan  dalam

bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil  yang hendak dibuktikan oleh  Pemohon serta tidak

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan pasal 175 R.Bg,

dan materil sebagaimana 308 (1) R.bg dan 309 R.bg. keterangan saksi-saksi

tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran

dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa di  persidangan Majelis  Hakim menemukan fakta

bahwa  saksi-saksi  Pemohon  menyatakan  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk

merukunkan  Pemohon  dengan  Termohon.  Hal  tersebut  menjadi  bukti

persangkaan  (voermoeden)  bagi  Majelis  Hakim  bahwa  perselisihan  dan

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan

dan didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah

senyatanya  berpisah  tempat  tinggal,  mutatis  mutandis  berpisah  ranjang

(scheiding  van  tafel  en  bed)  sebagai  salah  satu  bukti  nyata  dari  akibat

perselisihan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh

Pemohon,  baik  bukti  tertulis  Pemohon  maupun  saksi-saksi  Pemohon  dan

Termohon, serta ditambah dengan bukti pengakuan dan persangkaan hakim,

maka  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  tentang  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon,

telah terbukti kebenarannya;
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Menimbang, bahwa dari  pembuktian  tersebut  ditemukan  fakta hukum

yang pada  pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah pada tahun

2018;

- Bahwa  kurang  lebih  sejak  awal  tahun  2020  tahun  yang  lalu rumah

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya kurang lebih

sejak  bulan September 2020 atau 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan

Termohon telah  pisah rumah, dikarenakan terjadi kesalahpahaman antara

Pemoho dengan Termohon sebab Termohon sering curiga kepada Pemohon

karena Pemohon sering pulang malam;

- Bahwa  perselisihan dan pertengkaran dalam  rumah tangga Pemohon

dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak

berhasil;

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon

dan Termohon;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta _okum tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa fakta  tersebut  telah  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  19

huruf (f) Peraturan   Pemerintah   Nomor 9  Tahun  1975  jo. Pasal   116 huruf

(f)  Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon

sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon

dan Termohon  terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta  tidak

ada   harapan   untuk  kembali  rukun membina rumah tangga (onheelbare

twespalt),  dan  sudah  sulit  untuk  dipertahankan  lagi,  dengan  tidak

mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab  munculnya

perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang,  bahwa  atas  dasar  tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat

bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi

pecah (broken marriage), dengan indikator antara Pemohon dengan Termohon

telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi

yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya
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sebagai  suami  istri,  dan begitupun upaya damai  yang  dilakukan  oleh  pihak

keluarga tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan kondisi  tersebut,  maka dalam rumah

tangga  Pemohon  dengan  Termohon   senyatanya  tidak  terwujud  lagi  tujuan

perkawinan,  sebagaimana  penafsiran  a  contrario dari  ketentuan  Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam

serta   Firman  Allah  Swt.  Dalam  Al-Qur’an  surat  Ar-Rum  ayat  21.  Atas  hal

tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  seandainya  –quad  non-  rumah

tangga  Pemohon  dengan  Termohon  tetap  dipertahankan  dan  diperintahkan

untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Pemohon

dan Termohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga, maka dapat

dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud

lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan

kontraproduktif,  karena  akan  banyak  menimbulkan dampak negatif  daripada

dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut  sesuai

dengan kaidah fikih (hukum Islam)  yang berbunyi:      

على                                                                            مقدم المفاسد درء

لح   المصا جلب

Artinya:  “Mencegah  kerusakan  didahulukan  daripada  mewujudkan

kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang,  bahwa perceraian  yang diajukan oleh  Pemohon tersebut

merupakan  perceraian  yang  pertama,  dan  sebelumnya  Pemohon  dan

Termohon belum pernah bercerai  secara resmi  di  Pengadilan Agama,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak

yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah

talak satu raj’i;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  perkara  cerai  talak  dimana

Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal

71  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,   bahwa
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Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara

Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  dan  sesuai

dengan  ketentuan  Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  Majelis

Hakim  berkesimpulan  telah  cukup  alasan  untuk  mengabulkan  petitum

permohonan  Pemohon  angka  1  (satu)  dan  2  (dua),  dengan  diktumnya

mengabulkan  permohonan  Pemohon  dengan  memberikan  izin  kepada

Pemohon untuk menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap Termohon di depan

sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang,  bahwa  tentang  petitum  permohonan  Pemohon  angka  3

(tiga), maka    berdasarkan ketentuan   Pasal 89   ayat (1)   Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah  diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.---------------------------------------------------------------------------------------------

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj’i  terhadap  Termohon  (Sunarsih  binti  Asmuji)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Tulang Bawang;

3.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 606.000,00 (Enam ratus enam ribu rupiah); 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Tulang Bawang pada hari  Rabu tanggal  05 November 2020 Masehi
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bertepatan dengan tanggal  20 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Kami  Nur Said,

S.H.I.,  S.Ag. sebagai  Hakim Ketua,  Maulina  Nuril  Izzati,  S.Sy. dan  Nur

Halimah,  S.H.I  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh  Suhartini,

S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon diluar

hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.

Hakim Anggota II

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran :Rp      30.000,00

2. Biaya Proses :Rp      50.000,00

3. Biaya Panggilan :Rp    490.000,00

4. Biaya PNBP :Rp      20.000,00

5. Biaya Redaksi :Rp      20.000,00

6. Biaya Meterai :Rp        6.000,00
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp    606.000,00

(Enam ratus enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan 0448/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


